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WIDYASTUTI. E. 0003330. 2008. PELAKSANAAN HAK-HAK ANAK 
SEBAGAI TERDAKWA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA 
PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO. Fakultas Hukum UNS. 
Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 
penerapan hak-hak anak sebagai terdakwa dalam proses pemeriksaan di 
pengadilan serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 
pelaksaan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri 
Sukoharjo. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empirik yang bersifat 
deskriptif, dalam penelitian ini penulis mengkaji hukum dalam pelaksanaannya 
(law in action). Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Kejaksaan 
Negeri Sukoharjo. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan Bapak Didit 
Susilo Guntono, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, Ibu Sri Lestari 
dan Ibu Ratna Widianingrum, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum yang menangani 
perkara pidana anak di Kejaksaan Negeri Surakarta, penulis juga melakukan studi 
pustaka berupa berkas perkara nomor : 254/Pid.B/2007/PN/SKH, buku-buku 
literatur, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan 
hukum ini. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model 
interaktif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hak-hak 
anak sebagai terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan 
Negeri Sukoharjo sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-
undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, masa penahanan tidak 
melebihi batas waktu yang ditentukan, terdakwa dalam proses pemeriksaan 
didampingi seorang penasihat hukum, laporan hasil penelitian BAPAS memiliki 
pengaruh yang cukup menentukan terhadap putusan hakim. Pelaksanaan 
perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa dalam proses pemeriksaan sidang 
anak di Pengadilan Negeri Sukoharjo juga menemui hambatan-hambatan, antara 
lain : keterbatasan  jumlah Hakim yang khusus menanangani perkara pidana anak 
di Pengadilan Negeri Sukoharjo, tidak adanya ruang sidang khusus untuk sidang 
pengadilan anak di Pengadilan Negeri Sukoharjo, kurangnya pengetahuan 
terdakwa terhadap hak-hak yang dimilikinya, tidak adanya tempat untuk tahan 
anak atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak sehingga tahanan anak harus 
digabung dengan tahanan dewasa dalam arti tahanan anak dengan tahanan dewasa 









A. Latar Belakang Masalah 
Usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia 
secara berkelanjutan atau yang disebut juga dengan istilah pembangunan 
nasional, dilakukan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan 
perkembangan global. Salah satu aspek kehidupan bangsa Indonesia yang 
menjadi sasaran pembangunan di bidang hukum yang merupakan suatu 
konsekuensi dari predikat bangsa Indonesia sebagai negara hukum. 
Sasarannya adalah terbentuk dan berfungsinya sistem hukum yang mantap, 
yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan 
memperhatikan kemajemukan tatanan perlindungan hukum yang bertumpu 
kepada kebenaran dan keadilan. 
Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi yang tidak 
hanya membawa dampak positif bagi kehidupan bangsa Indonesia, tetapi juga 
membawa dampak negatif. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa yang 
menarik perhatian masyarakat dewasa ini, yaitu banyaknya tindakan kriminal 
yang terjadi. Perlu mendapat perhatian khusus adalah tindakan kriminal 
tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga banyak 
dilakukan oleh anak-anak atau remaja. Keberadaan anak yang ada di 
lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai 
tingkah lakunya. Anak-anak dalam perkembangannya ke arah dewasa, 
kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga 
dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri.  
Dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat 
merupakan salah satu faktor penyebab penyimpangan tingkah laku atau 




dari perkembangan pembangunan yang cepat, masih terdapat beberapa faktor 
lain yaitu arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua. 
Semua faktor tersebut talah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam 
kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. 
Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, 
bimbingan, dan pembinaan dalam perkembangan sikap, perilaku, penyesuaian 
diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah 
terseret ke dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang 
sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. 
Anak adalah bagian dari generasi muda yang berperan sebagai 
penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi 
pembangunan nasional. Perwujudan sumber daya manusia Indonesia yang 
berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan 
bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus 
menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, 
mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan 
membahayakan mereka dan bangsa di masa depan (Penjelasan UU No. 3 
Tahun 1997, alenia 1). 
Masalah pembinaan terhadap tingkah dan perilaku anak merupakan 
bagian yang sangat penting dari masalah pembangunan. Berbagai upaya 
pembinaan dan tantangan dalam masyarakat terkadang dijumpai 
penyimpangan perilaku di kalangan anak. Lebih dari itu, terdapat pula anak 
yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial 
dan ekonomi. Selain itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak 
mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, 
maupun sosial. Hal itu disebabkan oleh keadaan diri yang tidak memadai 




melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan juga 
masyarakat. 
Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah 
laku Anak Nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri-
ciri sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri 
langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi 
keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Mengingat hal itu, 
maka dalam menghadapi masalah Anak Nakal, orang tua, dan masyarakat 
sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, 
pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut. 
Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu 
hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. 
Mengingat ciri-ciri dan sifat anak yang khas, maka dalam menjatuhkan pidana 
atau tindakan terhadap Anak Nakal diusahakan agar anak yang dimaksud 
tidak dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua 
dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan 
masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah 
tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi 
pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar. 
Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu 
ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman 
pidananya. Hal ini berhubungan dengan pengaturan pengecualian dari 
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana, yang jangka waktu penahanan ditentukan sesuai dengan 
kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan 
oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang penjatuhan 
pidananya ditentukan ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang 
dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana 
penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Pembedaan perlakuan 




anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta untuk 
memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan menemukan 
jati dirinya untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berguna bagi 
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Penjelasan UU No. 3 Tahun 1997, 
alenia 4). 
Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara 
orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem tersebut akan merugikan 
kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika 
pemeriksaan perkara yang berlanngsung akan mempengaruhi sikap 
mentalnya. Ia akan merasa ketakutan, stres, dan akibatnya menjadi pendiam. 
Selain itu, ia juga akan merasa dijauhi oleh masyarakat dan hal ini sangat 
merugikan kepentingan anak. 
Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan 
terhadap anak, maka perkara Anak Nakal wajib disidangkan pada Pengadilan 
Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Proses peradilan perkara 
Anak Nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya 
wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah 
anak. Hak-hak anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili tersebut harus 
dilindungi. Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana harus dipahami 
sebagai perwujudan adanya keadilan, namun dalam pelaksanaannya tidak 
demikian. Anak-anak seringkali tidak mendapatkan hak-haknya disebabkan 
oleh hal tertentu, sehingga perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan. 
Usaha menangani perkara anak terutama bagi para hakim diperlukan 
perhatian khusus. Pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disamakan 
dengan orang dewasa, tetapi perlu pendekatan-pendekatan tertentu sehingga 
anak yang diperiksa terbebas dari rasa ketakutan dan mendapatkan rasa aman. 
Petugas yang menangani perkara anak dari tingkat penyidikan sampai tingkat 
pengadilan harus mendalami masalah anak sebagai bekal petugas dalam 
menyelesaikan perkara, agar anak setelah perkara diputus, secara fisik dan 




Berdasarkan berbagai kondisi yang telah diuraikan diatas, maka hak-
hak anak baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses peradilan 
harus diberi perhatian khusus dan diperlakukan secara beda mengingat hak 
anak tidak sama dengan sama hak orang dewasa. Anak perlu mendapat 
perlakuan khusus terutama dalam proses pemeriksaan di muka sidang. 
Menilik dari wacana di atas, maka penulis mengambil judul : 
”PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI 
TERDAKWA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA 
DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO” 
B. Perumusan Masalah 
1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa 
dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri 
Sukoharjo? 
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan 
hak-hak anak sebagai terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana 
di Pengadilan Negeri Sukoharjo? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini meliputi dua tujuan 
yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Tujuan obyektif merupakan suatu 
target yang ingin dicapai dalam suatu penelitian sebagai suatu solusi atas 
masalah yang dihadapi sedangkan  tujuan subyektif adalah untuk memenuhi 
kebutuhan perorangan. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sebagai 
berikut : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan hak-hak anak sebagai 
terdakwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan; 
b. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 
pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa dalam 




2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan skripsi guna 
memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta; 
b. Untuk meningkatkan kualitas penelitian penulis dan menambah 
pengetahuan penulis terhadap ilmu hukum dalam teori maupun praktek 
secara riil di lapangan. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan 
ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai tindak pidana anak 
serta perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa dalam proses 
pemeriksaan; 
b. Mendeskripsikan proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri 
Sukoharjo terhadap pelaku tindak pidana anak dan hambatan-
hambatannya guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi 
ilmiah mengenai tindak pidana anak. 
2. Manfaat Praktis 
a. Dapat memberikan data atau informasi tentang perlindungan hak-hak 
anak sebagai terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana di 
pengadilan beserta hambatan-hambatan yang dihadapi; 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan 
serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang berminat pada 







E. Metode Penelitian 
Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti ”jalan ke”, 
namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan 
kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut : 
1. suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, 
2. suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, 
3. cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (Soerjono Soekanto, 
1986 : 5). 
Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian 
yang bertujuan untuk menjelaskan sebab-sebab berlangsungnya suatu 
proses, akibat, serta efek-efek dari suatu kondisi tertentu (Bambang 
Sunggono, 2003 : 38). Dalam penelitian ini, penulis mengkaji hukum 
dalam pelaksanaannya (law in action). 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, 
penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan 
gejala lainnya. Maksud dari metode penelitian deskriptif adalah terutama 
untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam 
memperkuat teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1998 : 10). 
3. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan empirik atau sosiologis, 
maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yaitu  dari bahan 
pustaka dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer 




4. Lokasi Penelitian 
Penulis dalam melakukan penelitian mengambil lokasi di 
wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Kejaksaan Negeri 
Sukoharjo. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan hasil pra penelitian bahwa 
di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Kejaksaan Negeri Sukoharjo telah 
melakukan proses pemeriksaan perkara tindak pidana anak. 
5. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Jenis dan sumber data yang dipergunakan penulis dalam 
menyusun penelitian ini meliputi : 
a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 
sumbernya atau dari lapangan. Data primer yang diperoleh dengan cara 
wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Sukoharjo. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang tidak diperolah langsung dari 
sumbernya, tetapi diperoleh dari dokumen atau berupa dokumen. Data 
sekunder diperoleh penulis dari berkas perkara pidana anak dan arsip 
dari Pengadilan Negeri Sukoharjo, buku-buku referensi, peraturan 
perundang-undangan, internet  dan bahan-bahan kepustakaan lainnya 
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
c. Sumber Data Primer 
Sumber data primer yaitu sumber data yang bersumber dari orang 
(responden atau informan) atau suatu peristiwa. Sumber data primer 
dalam penelitian ini berasal dari keterangan-keterangan hasil 
wawancara dengan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara 
anak, Jaksa  Penuntut Umum yang merupakan pihak terkait secara 





d. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber data 
sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini berasal dari 
bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku referensi, berkas perkara, 
arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan , laporan, media massa 
seperti internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diteliti. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Wawancara / Interview 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 
tanya-jawab dengan responden atau informan.  
Penulis sebagai interviewer melakukan tanya jawab dengan Hakim 
yang memeriksa dan memutus perkara anak serta Jaksa Penuntut 
Umum yang berkaitan dengan proses penuntutan pelaku tindak pidana 
anak sebagai interviewee. 
b. Studi Kepustakaan  
Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara 
mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari data-data 
sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, 
berkas perkara, arsip. dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa 
buku-buku referensi, laporan, teori-teori, internet, dan bahan 







7. Teknik Analisis Data 
Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
analisis data kualitatif. Metode analisa kualitatif adalah suatu tata cara 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang 
dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata 
yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 
1986 : 250). 
Terdapat tiga komponen utama dalam proses analisis data, yaitu : (HB. 
Sutopo, 2002 : 91 – 93) 
a. Reduksi Data  
Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang 
merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi data dari 
filednot. Proses ini berlangsung selama penelitian. 
b. Sajian Data 
Sajian data merupakan suatu rakitan oraganisasi informasi, deskripsi 
dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat 
dilakukan. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat 
meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja 
kaitan kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasinya. 
c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 
Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses 
pengumpulan data berakhir. Kesimpulan tersebut perlu diverifikasi 
agar mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. 
Penelitian empiris ini menggunakan teknik analisis data kulitatif 
dengan model analisis interaktif. Model analisis interaktif maksudnya peneliti 
tetap bergerak di antara tiga komponen analisis dengan proses pemgumpulan 
data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Model analisis interaktif 











(Heribertus Sutopo, 2002 : 96) 
Maksud model analisis interaktif ini, pada waktu pengumpulan data 
peneliti selalu membuat reduksi dan sajian data. Reduksi dan sajian data harus 
disusun pada waktu peneliti sudah memperileh unit data dari sejumlah unit 
yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah 
berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan 
verifikasinya berdasarkan pada semua hal yang terdapat dalam reduksi 
maupun sajian datanya. Jika kesimpulan dirasa kurang mantap karena 
kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajiannya, maka peneliti dapat 
kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk 
mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data. 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh 
dalam penulisan hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi 
menjadi 4 (empat) bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang 
disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. 
Sistematika penulisan hukum atau skripsi ini adalah sebagai berikut : 
BAB   I : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, 
Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 











BAB   II : TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
Berisi kerangka teori yang melandasi penelitian serta 
mendukung dalam memecahkan masalah yang diangkat 
dalam penulisan hukum ini, yaitu : tinjauan tentang batas 
usia anak, tinjauan tentang hak anak sebagai terdakwa, 
tinjauan tentang kenakalan remaja, tinjauan umum 
tentang pemeriksaan sidang anak. 
B. Kerangka Pemikiran 
Memuat jalan pemikiran dari penulis mengenai 
pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa 
dalam proses pemeriksaan perkara pidana. 
BAB   III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Berisi uraian hasil penelitian yang disertai dengan 
pembahasan mengenai pelaksanaan pemeriksaan perkara 
pidana anak yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri 
Sukoharjo serta pelaksanaan perlindungan hak-hak anak 
sebagai terdakwa dan hambatan-hambatan yang dihadapi 
dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagai 
terdakwa dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri 
Sukoharjo. 
BAB   IV : PENUTUP 
Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi 
simpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian dan 












A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Batas Usia Anak 
Batas usia anak mempunyai pengertian mengenai pengelompokan 
terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Arti dari batas usia 
anak adalah pengelompokkan usia maksimum sebagai wujud kemampuan 
anak dalam status hukum, sehingga jika usia anak tersebut telah melebihi 
batas maksimum usia anak, anak tersebut beralih status menjadi usia 
dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggung 
jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan 
hukum yang dilakukannya. 
Menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam 
meletakkan batas usia maksimum dari seorang anak, akan ditemukan 
pendapat yang sangat beraneka ragam kedudukan hukum yang diberikan 
pada status kedewasaan seorang anak. Hukum hanya mentolerir seseorang 
dalam perbuatan dan tindakan hukum yang diklasifikasikan dari batas usia 
dewasa dan dipandang sebagai usia normal dalam mempertanggung-
jawabkan tindakan hukum yang dilakukan dalam masyarakat. 
Batas usia anak disebutkan dalam Hukum Adat dengan “kapan 
disebut dewasa” sangat terlalu umum, menurut ahli Hukum Adat R. 
Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan sebagai berikut : 
(Maulana Hasan Wadong, 2000 : 24) 
1) Dapat bekerja sendiri; 
2) Cakap dan dapat bertanggungjawab dalam masyarakat; 
3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri; 
4) Telah menikah; 




Terdapat pluralisme mengenai hukum anak dalam hukum tertulis 
di Indonesia, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan 
mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Peraturan perundang-
undangan tersebut antara lain: 
1) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan bahwa orang yang belum 
dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua 
puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. 
2) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa 
apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh sebab itu, apabila 
ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan 
supaya di tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya 
datau pemeliharaannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau 
memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak 
dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 
KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 
3 Tahun 1997. 
3) Menurut Undang-undang Perkawinan 
Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 
menyebutkan bahwa seorang pria hanya diijinkan kawin apabila telah 
mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah 
mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut 
hanya dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Negeri. 
4) Menurut Undang-undang Pengadilan Anak 
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 
merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal 
yang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 




dengan umur 8 (delapan) tahun sampai umur 18 (delapan belas) tahun 
dan/atau si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat 
perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila anak 
sedang terikat perkawinan atau perkawinannya putus karena 
perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya 
belum genap 18 (delapan belas) tahun. 
5) Menurut Undang-undang Perlindungan Anak 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 
menyebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Batas usia anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak adalah sejak anak dalam kandungan 
sampai pada batas usia maksimal 18 (delapan belas) tahun. 
2. Tinjauan Tentang Hak Anak Sebagai Terdakwa 
Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang 
dilengkapi dengan kekuatan (macht) dan yang diberikan oleh sistem 
hukum atau tertib hukum kepada anak yang bersangkutan (Maulana Hasan 
Wadong, 2000 : 29). 
Maulana Hasan Wadong mengemukakan bahwa ada beberapa hak 
anak sebagai pelaku kejahatan (terdakwa) yang perlu diperhatikan dan 
dilaksanakan selama proses persidangan, yaitu sebagai berikut : (Maulana 
Hasan Wadong, 2000 : 76) 
1) Hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan 
persidangan dan kasusnya; 
2) Hak untuk mendapat penasehat hukum; 
3) Hak untuk mendapatkan fasilitas yang memperlancar persidangan 
(transportasi, perawatan kesehatan, libur dari sekolah, dan lain-lain); 





5) Hak untuk memohon ganti kerugian perlakuan yang menimbulkan 
penderitaan atau kesalahan penagkapan, penahanan, penuntutan, 
pemeriksaan tanpa putusan perkara pra peradilan; 
6) Hak untuk dapat meyatakan pendapat dan keberatan-keberatan 
terhadap kasus yang melibatkan dirinya; 
7) Hak untuk mendapat proses persidangan tertutup. 
Pasal 45 ayat (4), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang 
Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 mengatur mengenai hak-hak anak 
sebagai tersangka atau terdakwa, adalah sebagai berikut : 
1) Pasal 45 ayat (4) menyatakan bahwa : ”Selama anak ditahan, 
kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi.” 
2) Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa : ”Setiap Anak Nakal sejak saat 
ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari 
seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada 
setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam 
undang-undang ini.” 
3) Pasal 51 ayat (3) menyatakan bahwa : ”Setiap Anak Nakal yang 
ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat 
Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.” 
Hak-hak anak sebagai tersangka atau terdakwa juga diatur dalam 
Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kecuali Pasal 64. 
Ketentuan dalam KUHAP masih diperlukan karena Undang-undang 
Pengadilan Anak tidak mencabut hak-hak tersangka atau terdakwa dalam 
KUHAP, tetapi melengkapi apa yang diatur dalam Undang-undang 
Pengadilan Anak. 
Hak yang terdapat dalam Pasal 64 KUHAP tersebut dikecualikan, 
karena dalam pasal tersebut menghendaki persidangan terdakwa dilakukan 
secara terbuka untuk umum. Hak ini bertentangan dengan persidangan 




Hak-hak tersangka atau terdakwa anak yang diatur dalam 
ketentuan perundang-undangan tersebut dapat diperinci sebagai berikut: 
(Gatot Supramono, 2000 : 24 – 27) 
1) Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat 
bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama 
dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan; 
2) Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan 
langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar 
oleh pejabat yang berwenang; 
3) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak 
harus tetap terpenuhi; 
4) Tersangka anak berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik 
dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum; 
5) Tersangka anak berhak segera diadili oleh pengadilan; 
6) Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka anak berhak untuk 
diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya 
tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan 
dimulai; 
7) Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka anak berhak untuk 
diberitahukan secara jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya 
tentang apa yang didakwakan kepadanya; 
8) Dalam pemeriksaan di pengadilan, terdakwa anak berhak 
memberikan keterangan secara bebas kepada hakim; 
9) Dalam pemeriksaan di pengadilan, terdakwa anak berhak untuk 
setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa apabila tidak paham 
dengan bahasa Indonesia; 
10) Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak 
diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang 
berwenang pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses 
peradilan; 
11) Tersangka atau terdakwa anak berhak untuk mengusahakan dan 
mengajukan saksi atau seeorang yang memiliki keahlian khusus guna 
memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya; 
12) Tersangka atau terdakwa anak tidak dibebani kewajiban pembuktian; 
13) Terdakwa anak berhak untuk minta banding terhadap putusan 
pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas 
dari tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya 




Diaturnya hak-hak tersebut diatas, sehingga tersangka atau 
terdakwanya masih anak-anak, petugas pemeriksa tidak boleh 
menghalangi penggunaannya dan sebaiknya sejak awal pemeriksaan, hak-
hak tersebut diberitahukan. 
3. Tinjauan Tentang Kenakalan Remaja 
Kenakalan remaja atau jouvenile delinquency bukanlah suatu 
pengertian yang sederhana. Pengertian kenakalan remaja yang popular 
adalah tingkah laku anak-anak atau remaja yang tidak baik atau tidak 
disetujui oleh masyarakat. Pengertian ini berarti bahwa hampir segala 
sesuatu yang dilakukan oleh anak anak atau remaja yang tidak disukai oleh 
orang lain adalah kenakalan remaja. 
Berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan 
tentang jouvenile deliquency, seperti diuraikan di bawah ini : (Wagiati 
Soetedjo, 2006 : 9 – 10) 
a. Paul Moedikno (dalam Romli Atmasasmita, 1983 : 22) memberikan 
perumusan mengenai pengertian Jouvenile Deliquency sebagai berikut: 
1) Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu 
kejahatan, bagi anak-anak merupakan deliquency. Jadi semua 
tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, 
menganiaya, membunuh, dan sebagainya. 
2) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu 
yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya 
memakai celana jangki tidak sopan, dan sebagainya. 
3) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi 
sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain. 
b. Kartini Kartono (1992 : 7) 
Juvenile Deliquency adalah perilaku jahat atau dursila, atau 
kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit 
(petologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan 
oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu 
mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. 




Juvenile Deliquency adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh 
remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka 
dikualifikasikan sebagai kejahatan. 
d. Maud A. Merril (dalam Gerungan, 1966 : 199) 
Juvenile Deliquency adalah seorang anak digolongkan anak delikuen 
apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang 
demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau 
hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya 
atau mengasingkannya. 
Kenakalan remaja terbentuk apabila terdapat kesenjangan 
antara tujuan tujuan yang dikehendaki secara struktural dimana kaum 
muda (anak) dengan kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan 
tujuan ini melalui cara-cara yang sah. 
Masalah kenakalan remaja juga terdapat di dalam KUHP. 
Ketentuan  kenakalan remaja yang terdapat  di dalam delik kejahatan 
maupun pelanggaran yaitu : 
a. Pengelompokan delikuensi pelanggaran anak, terdiri dari : 
1) Pelanggaran lalu lintas; 
2) Pelanggaran minuman keras; 
3) Pelanggaran narkotika dan obat terlarang; 
4) Perkelahian; 
5) Prostitusi. 








8) Kejahatan Kesusilaan; 




10) Permerkosaan . 
Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan anak 
atau remaja, yaitu : 
a. Faktor pribadi atau lingkungan di sekitar anak  
1) Rumah tangga atau keluarga retak; 
2) Diterlantarakan oleh kedua orang tuanya (baik secara materiil, 
kasih sayang, acuh tak acuh); 
3) Kekurangan psikologis pada diri seorang anak; 
4) Pergaulan dari teman-teman yang negatif atau tidak baik. 
b. Faktor-faktor srtuktural 
1) Sistem ekonomi dan pendidikan serta struktur kesempatan untuk 
memperolehnya di suatu negara; 
2) Proses perubahan sosial sebagai akibat dari kemajuan industri, 
urbanisasi dan tehnik. 
3) Faktor-faktor struktural penyebab delikuensi ini dapat 
ditanggulangi pada level perencanaan sosial dan kebijaksanaan 
sosial. 
c. Faktor yang berhubungan dengan prosedur penentuan dan tindakan 
terhadap anak nakal, yaitu :  
1) Pilihan perundang-undangan atau peraturan. Benar bahwa 
peraturan perundang-undangan itu sudah dibuat sebelum suatu 
kejahatan atau pelanggaran timbul, akan tetapi ada kalanya lebih 
bijaksana bila suatu perbuatan itu tidak diatur. Misalnya tidak 
terlalu bijaksana untuk mengadakan larangan terhadap 
dipekerjakannya tenaga anak yang kurang dari 16 (enam belas) 
tahun dalam suatu industri jika penduduk negara yang 
bersangkutan demikian miskin sehingga anak-anak harus ikut 




2) Over acting petugas kepolisian. 
3) Perlakuan dalam lembaga-lembaga pendidikan atau institusional 
treatment. 
Banyaknya peraturan atau larangan terhadap anak-anak hanya 
akan menambah pelanggaran atau kejahatan anak, adanya kemungkinan 
apabila terlalu banyak perbuatan yang dianggap sebagai tindakan 
delikuensi, anak-anak lebih delikuensi lagi. Kemungkinan itu diperbesar 
apabila anak-anak atau remaja nakal diisolasikan dari masyarakat dan 
diperlakuakan dalam suatu lembaga. Hal ini banyak mendapatkan 
sorotan dari psikologi, sosiologi, dan kriminolog ( Sri Widayati 
Wiratmo Soekito, 1983 : 12 ). 
4. Tinjauan Tentang Pemeriksaan Sidang Anak 
Selama pemeriksaan di depan Pengadilan, pengadilan memberikan 
perlakuan khusus kepada seorang terdakwa anak. Perlakuan khusus 
tersebut adalah :  
a. Disidangkan oleh Hakim Anak 
Pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh hakim khusus yaitu 
hakim anak. Menurut Sri Widayati, kenyataan-kenyataan dalam 
praktek pengadilan anak walaupun secara intern masuk dalam 
peradilan umum dapat ditunjukkan hakim anak untuk mengadili 
perkara anak. Di Pengadilan Negeri dapat ditunjuk hakim yang khusus 
menangani perkara anak, begitu pula di Pengadilan Tinggi. Hal ini 
berarti hakim-hakim anak disamping mengadili perkara anak tidak 
dapat mengadili perkara biasa (Agung Wahyono, 1993 : 30). 
Pengangkatan hakim anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah 
Agung RI dengan surat keputusan, dengan mempertimbangkan usul 
Ketua Pengadilan Negeri tempat hakim bersangkutan bertugas melalui 
Ketua Pengadilan Tinggi. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 9 
Undang-undang Pengadilan Anak. Pengangkatan hakim anak oleh 
Ketua Mahkamah Agung bukan oleh Menteri Kehakiman, kerena hal 
tersebut menyangkut teknis yuridis pengadilan dan merupakan 




Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan menjadi hakim anak 
dalam Pasal 10 Undang-undang Pengadilan Anak adalah sebagai 
berikut : 
1) Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam 
lingkungan peradilan umum; 
2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah 
anak. 
Tugas hakim anak adalah memeriksa dan menyelidiki sedalam-
dalamnya apa sebab seorang anak melakukan tindak pidana atau 
kenakalan anak atau apa sebabnya anak menjadi terlantar dan 
sebagainya, untuk memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan 
untuk memenuhi tugas tersebut maka padanya diperbantukan para 
pejabat pengawas (probation officer social worker) (Sri Widayati, 
1989 : 16). 
Kewajiban hakim anak yang mendasar adalah memberi 
keadilan sekaligus melindungi, mengayomi anak agar dapat 
menyongsong masa depannya. Hakim wajib mempertimbangkan 
laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai data pribadi 
maupun keluarga anak yang bersangkutan. Hasil laporan tersebut 
diharapkan dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan 
putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan (Bambang 
Waluyo, 2000 : 115). 
Kewajiban hakim anak menurut Undang-undang No. 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak, yang perlu mendapat perhatian 
diantaranya : (Bambang Waluyo, 2000 : 115-116) 
1) Hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 
anak tidak memakai toga; 
2) Kecuali dalam hal-hal tertentu dan dipandang perlu, hakim 
memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama 
sebagai hakim tunggal; 
3) Kecuali dalam hal-hal tertentu dan dipandang perlu, hakim 
memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup; 
4) Dalam pembacaan putusan pengadilan atas perkara anak, 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum; 
5) Apabila hakim memutuskan bahwa anak nakal wajib mengikuti 




keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja tersebut dilaksanakan; 
6) Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberi kesempatan 
kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan 
ikhwal yang bermanfaat bagi anak; 
7) Putusan wajib dipertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan 
dari pembimbing kemasyarakatan; 
8) Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
umum. 
b. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Tidak Memakai Toga 
Pemeriksaan sidang anak, para pejabat pemeriksa yaitu hakim, 
penuntut umum dan penasihat hukum (khususnya advokat) tidak 
mengenakan toga, juga panitera yang bertugas membantu hakim tidak 
memakai jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat 
pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak memberikan 
kesan menakutkan atau seram terhadap anak yang diperiksa. Selain itu 
agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan 
lancar dan penuh kekeluargaan. 
c. Disidangkan dengan Hakim Tunggal 
Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak No. 3 
Tahun 1997 menyatakan bahwa : ”Hakim memeriksa dan memutus 
perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal.” 
Tujuannya adalah agar sidang perkara anak dapat diselesaikan 
dengan cepat. Perkara anak yang dapat disidangkan dengan hakim 
tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya 
lima tahun kebawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit. 
Tindak Pidana yang dimaksud adalah antara lain Tindak Pidana 
pencurian Pasal 362 KUHP, Tindak Pidana penggelapan Pasal 372 
KUHP dan Tindak Pidana penipuan Pasal 378 KUHP. 
Apabila tindak pidananya diancam dengan hukuman penjara 




11 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak bahwa perkara diperikda 
dengan hakim majelis. 
d. Terdakwa Didampingi Penasihat Hukum  
Penasihat hukum dan bantuan hukum bagi terdakwa anak 
diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 UU No. 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak.  
Pasal 51 
(1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak 
mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat 
Hukum dalam waktu dan pada setiap tngkat pemeriksaan menurut 
cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. 
(2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib 
memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang 
tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1). 
(3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak 
berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi 
tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang. 
Pasal 52 
Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Penasihat Hukum berkewajiban 
memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta 
berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan 
berjalan lancar. 
e. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan 
Pembimbing kemasyarakatan adalah pembimbing 
kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan di wilayah hukum 




Undang-undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 Pasal 1 
butir 11 menyebutkan mengenai pengertian pembimbing 
kemasyarakatan adalah petugas Pemasyarakatan pada Balai 
Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan 
Pemasyarakatan. 
Petugas Kemasyarakatan terdiri dari : (Pasal 3 UU No. 3 Tahun 
1997) 
1) Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman; 
2) Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; 
3) Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan. 
Laporan hasil penelitian kemasyarakatan sekurang-kurangnya 
memuat hal-hal sebagai berikut : 
1) Data individual anak dan data keluarga anak yang bersangkutan; 
2) Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang 
membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan. 
Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen 
Kehakiman antara lain : (Pasal 34 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997) 
1) Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan 
Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar 
Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian 
kemasyarakatan; 
2) Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang 
berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana 
pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus 
mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan 
bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan. 
Pekerja Sosial dari Departemen Sosial bertugas membimbing, 




pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti 
pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Pasal 34 ayat (2) UU No. 3 
Tahun 1997). 
Pekerja Sosial Sukarela bertugas membantu pelaksanaan tugas 
pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Selanjutnya pekerja 
sosial sukarela memberikan laporan kepada pembimbing 
kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, pembinaan 























































Dampak Positif Dampak Negatif 
Perubahan Sosial 
Faktor Struktural Faktor Lingkungan  Faktor 
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Pembangunan nasional tidak hanya membawa dampak positif bagi 
kehidupan masyarakat, tetapi juga dampak negatif. Dampak negatif tersebut 
membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang 
sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak yang cenderung mendorong  
kenakalan remaja. Kenakalan remaja disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu faktor 
lingkungan, faktor struktural, dan faktor prosedural. Faktor lingkungan bisa 
karena keluarga retak, diterlantarkan oleh kedua orang tuanya, pergaulan dari 
teman-temannya yang negatif. Faktor struktural dapat karena proses perubahan 
sosial akibat kemajuan industri, kemajuan teknologi. Faktor prosedural dapat 
karena over acting petugas kepolisian, perlakuan kurang baik dalam lembaga 
pendidikan. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah 
perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan 
sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Kenakalan pada remaja yang tidak 
dibina dengan baik tersebut dapat  mengarah kepada perbuatan tindak pidana. 
Akibat dari melakukan tindak pidana tersebut, anak harus menghadapi proses 
peradilan seperti pengangkapan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Anak sebagai terdakwa dalam 
pemeriksaan sidang pengadilan perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam 
hukum acara dan ancaman pidanya. Demi pertumbuhan dan perkembangan 
mental anak, anak perlu diberitahu mengenai hak-hak yang dimilikinya sebagai 
terdakwa, maka perlindungan mengenai hak-hak anak sebagai terdakwa dalam 
pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, dalam hal ini penulis memilih 
wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo harus dilaksanakan sebaik 
mungkin dan sesuai prosedur. Mengenai perlindungan hak-hak anak sebagai 
terdakwa diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Terdakwa Dalam 
Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Sukoharjo 
  Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di 
Pengadilan Negeri Sukoharjo yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 
terdakwa anak, dapat diketahui mengenai berkas perkara yaitu berkas acara 
pemeriksaan di sidang pengadilan dan putusan hakim dengan perkara nomor 
254/Pid.B/2007/PN.Skh mengenai Tindak Pidana pencurian oleh pelaku anak 
di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Data yang diperoleh dari berkas perkara 
tersebut sebagai hasil penelitian dianalisis oleh penulis sebagai berikut : 
1. Nomor Perkara 
254 / Pid. B / 2007 / PN. Skh 
2. Identitas Terdakwa 
a. Nama lengkap : RESTU SEDAYU BIN SUNARMAN 
Tempat lahir : Karanganyar 
Umur/tanggal lahir : 15 tahun/29 November 1992 
Jenis kelamin : Laki-laki 
Kewarganegaraan : Indonesia 
Tempat tinggal : Gonilan RT 01 RW 03 Kelurahan Gonilan 
Kecamatan Kartosuro Kabupaten 
Sukoharjo 
Agama : Islam 




b. Nama lengkap : ARYA SETA PRAKARSA BIN EKO 
SUPRIYONO 
Tempat lahir : Surakarta 
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/29 Januari 1991 
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia 
Tempat tinggal : Geduren RT 01 RW 03 Kelurahan Gonilan 
Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Pelajar 
3. Masa Penahanan 
a. Terdakwa I ditahan oleh : 
1) Penyidik, sejak tanggal 28 November 2007 sampai dengan tanggal 
17 Desember 2007; 
2) Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 
2007 sampai dengan tanggal 27 Desember 2007; 
3) Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2007 sampai dengan 
tanggal 28 Desember 2007; 
4) Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Desember 2007 sampai dengan 
tanggal 10 Januari 2008; 
5) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 
Januari 2008 sampai dengan tanggal 9 Februari 2008. 
b. Terdakwa II ditahan oleh : 
1) Penyidik, sejak tanggal 29 November 2007 sampai dengan tanggal 
18 Desember 2007; 
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2) Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 
2007 sampai dengan tanggal 27 Desember 2007; 
3) Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2007 sampai dengan 
tanggal 28 Desember 2007; 
4) Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Desember 2007 sampai dengan 
tanggal 10 Januari 2008; 
5) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 
Januari 2008 sampai dengan tanggal 9 Februari 2008. 
4. Dakwaan 
 Terdakwa I Restu Sedayu Bin Sunarman dan terdakwa II Arya 
Seta Prakarsa Bin Eko Supriyono didakwa dengan dakwaan melakukan 
tindak pidana pencurian. 
5. Tuntutan Penuntut Umum 
a. Menyatakan terdakwa I Restu Sedayu Bin Sunarman dan terdakwa II 
Arya Seta Prakarsa Bin Eko Supriyono bersalah melakukan tindak 
pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana 
dakwaan tersebut melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Restu Sedayu Bin Sunarman 
dan terdakwa II Arya Seta Prakarsa Bin Eko Supriyono dengan pidana 
penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam 
tahanan dengan perintah tetap ditahan; 
c. Menyatakan barang bukti berupa : 7 (tujuh) batang tanaman hias 
dikembalikan kepada saksi Amin Hendro Widodo; 
d. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara 





6. Laporan Hasil Penelitian BAPAS Terdakwa I 
a. No Reg : 208 / PA / XII / 2007 
b. Identitas 
1) Klien 
Nama : Restu Sedayu  
Tempat/Tanggal lahir : Karanganyar, 29 November 
1992 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Agama : Islam 
Bangsa/Kewarganegaraan/Suku : Indonesia/ WNI/ Jawa 
Pendidikan : SMP Kelas II 
Pekerjaan : Pelajar 
Status Perkawinan : Belum kawin 
Alamat : Gonilan RT 01 / 03 Kelurahan 
Gonilan Kecamatan Kartasuro 
Kabupaten Sukoharjo 
Ciri-ciri khusus : - 
2) Orang Tua 
a) Ayah 
Nama : Drs. Sunarman   
Tempat/Tanggal lahir : Karanganyar, 3 Desember 
1963 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Agama : Islam 
Bangsa/Kewarganegaraan/Suku : Indonesia/ WNI/ Jawa 
Pendidikan : S-1 
Pekerjaan : PNS Guru 






Keterangan : Ayah kandung 
 
b) Ibu 
Nama : Dra. Sumarwi   
Tempat/Tanggal lahir : Sukoharjo, 11 Juni 1964 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Agama : Islam 
Bangsa/Kewarganegaraan/Suku : Indonesia/ WNI/ Jawa 
Pendidikan : S-1 
Pekerjaan : - 




Keterangan : Ibu kandung 
 
3) Susunan Keluarga  
No Nama Umur L/P Status Keterangan 
1. Sunarman  44 tahun  L Ayah kandung PNS Guru 
2. Sumarwi  43 tahun P Ibu kandung     __ 
3. Rudi S 20 tahun L Kakak klien  Swasta  
4. Restu Sedayu  15 tahun L Klien  Ditahan di Polwil Surakarta 





c. Masalah Klien 
1) Masa Penahanan 
Telah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Tindak Pidana 
tersebut dilakukan pada tanggal 25 November 2007. 
2) Latar Belakang dan Faktor Penyebab Perbuatan Klien 
Klien ingin memiliki uang untuk mentraktir teman-temannya 
Pergaulan di luar rumah yang usianya lebih dewasa 
3) Kronologis 
Awalnya klien sedang keluar dengan kakaknya Rudi, lalu 
mereka bertemu dengan Arya Seta, merekapun berbincang-
bincang. Dalam perbincangan itu Rudi memberi tahu klien  bahwa 
di daerah Mendungan, Pabelan ada orang yang mempunyai 
kembang jenis anthurium yang saat ini sedang booming di 
kalangan masyarakat.  
Tepatnya tanggal 24 November 2007 lebih kurang pukul 
18.30 WIB, klien seperti biasa nongkrong bersama teman-
temannya termasuk Arya Seta. Pukul 23.00 WIB satu-persatu 
teman-teman klien pergi seiring semakin larutnya malam, tinggal 
klien berdua dengan Arya. Lalu klien  mengajak temannya yaitu 
Arya Seta nonton bilyard di Kleco dan Aryapun mengiyakan 
ajakan tersebut. Dalam perjalanan menuju tempat bilyard di Kleco, 
klien melihat ada tanaman hias di sebuah rumah seperti yang 
diceritakan Rudi. Akhirnya mereka berdua tiba di tempat bilyard, 
namun selang 30 menit klien dan Arya Seta bergegas pulang 
dengan melewati jalan yang sama dengan jalan yang dilewati 




Saat tiba di depan rumah yang terdapat tanaman hias 
tersebut, klien menghentikan kendaraannya. Klien dan Aryapun 
turun dari kendaraan dan melihat-lihat keadaan, Arya bertugas 
berjaga-jaga di lokasi luar rumah sedangkan klien bertugas untuk 
mengambil bunga tersebut di dalam rumah. Klien pun menaiki 
pagar rumah, setelah klien berhasil melewati tembok pagar diapun 
berjalan menuju tempat kembang tersebut dan langsung mencabut 
kembang satu per satu lalu dilempar kepada Arya Seta yang sedang 
menunggu di luar.  
Setelah klien turun dan keluar, lalu Arya memberikan 
hasil curiannya dan memasukkan hasil curiannya ke dalam jaket 
klien lalu mereka pun pergi. Klien dan Arya langsung menuju ke 
tempat Pak Ishak seorang penjual tanaman hias. tetapi mereka 
berdua tidak bertemu dengan Pak Ishak. Kemudian kembang itu 
dibawa pulang oleh Arya Seta dan kembang tersebut ditaruh di 
kebun tidak berpenghuni. Esoknya klien datang kerumah Arya 
untuk mengambil kembang tersebut untuk dijual ke Pak Ishak. 
Oleh Pak Ishak akan dibayar keesokan harinya, namun kembang 
tersebut dititipkan dirumah Pak Ishak.  
Beberapa hari kemudian ada warga yang melapor 
kehilangan kembang, setelah masyarakat mengetahui penjualan 
kembang yang dilakukan oleh klien dan Arya seta, maka mereka 
berduapun dimintai keterangan sehubungan dengan telah menjual 
kembang kepada Pak Ishak, lalu klien dijadikan tersangka atas 







4) Akibat Yang Ditimbulkan 
a) Dirinya 
Klien saat ini ditahan dan harus berurusan dengan Kepolisian 
wilayah surakarta serta tidak bisa sekolah dan beraktivitas 
seperti biasa. 
b) Keluarga 
Keluarga menjadi repot harus mengurus klien dan terganggu 
pekerjaannya. 
c) Korban 
Korban dirugikan karena kehilangan beberapa kembang sejenis 
anthurium. 
d) Lingkungan masyarakat 
Secara tidak langsung tidak ada pengaruhnya di masyarakat, 
masyarakat tidak merasakan akibatnya secara langsung atas 
perbuatan klien.  
d. Riwayat Hidup Klien 
1) Riwayat Pertumbuhan Klien  
Klien adalah anak dari pasangan Bapak Sunarman dan Ibu 
Sumarwi, klien dilahirkan pada tanggal 29 November 1992 dengan 
proses kelahiran di rumah sakit dibantu oleh tenaga medis. Klien 
lahir normal dan wajar tanpa cacat fisik maupun mental. Klien 
selama ini diasuh oleh kedua orang tuanya. 
2) Perkembangan Kesehatan 
Sejak kecil sampai data ini diperoleh klien belum pernah menderita 
sakit yang membahayakan jiwanya dan saat ini klien dalam 




3) Riwayat Pendidikan 
a) Pendidikan Formal 
(1) TK Aisyiyah 
(2) SDN Gonilan lulus tahun 2006 
(3) SMP Muhammadiyah saat ini kelas II 
b) Pendidikan Non Formal 
Klien belum pernah mengikuti pendidikan non formal. 
e. Pandangan Masa Depan 
Setelah selesai permasalahan ini klien bercita-cita ingin sekolah 
sampai lulus S-1 dan bekerja menjadi PNS. 
f. Tanggapan Klien Tehadap Masalah Yang Dialami 
Klien menyesali dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan 
mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum. 
g. Keadaan Keluarga 
1) Riwayat Perkawinan Orang Tua 
Orang tua klien menikah pada tahun 1987 di Tawangsari 
Sukoharjo atas dasar saling mencintai dan mendapat restu dari 
orang tua kedua belah pihak. Pernikahan dilaksanakan secara 
agama Islam. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang 
anak. Klien merupakan anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara. 








2) Relasi Sosial Dalam Keluarga 
a) Hubungan Suami Istri 
Hubungan orang tua klien sampai sekarang masih 
harmonis, kalau ada masalah dapat terselesaikan dengan 
baik. 
b) Hubungan Orang tua dengan Anak 
Hubungan orang tua dengan anak terjalin dengan baik, 
setiap hari dapat berkomunikasi dengan baik, orang tua 
klien berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-
anaknya. Namun pada saat klien diberi kebebasan untuk 
berkumpul dengan teman-temannya dikampungnya, klien 
menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan orang 
tuanya. 
c) Hubungan Klien dengan saudara-saudaranya 
Hubungan klien dengan saudara-saudaranya tidak ada 
masalah. 
3) Relasi Sosial Keluarga Dengan Masyarakat  
Hubungan keluarga klien dengan masyarakat berlangsung baik, 
mereka dapat aktif dalam setiap kegiatan dikampungnya layaknya 
tradisi di kampungnya. 
4) Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga Klien 
Status ekonomi keluarga klien tergolong cukup, ayah klien seorang 
PNS sebagai guru dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-
hari keluarga.  
5) Keadaan Rumah Klien 
Rumah klien terletak di tengah perkampungan dengan status rumah 
sendiri dengan ukuran 8x15m, lantai keramik, atap genteng, MCK 
39 
 
dan listrik tersedia, untuk kebutuhan air tesedia sumur gali, 
perabotan rumah tertata dengan rapi. 
h. Keadaan Lingkungan Masyarakat  
Lingkungan masyarakat dimana klien tinggal masih di perkampungan, 
pada umumnya anak-anak sebaya klien masih sekolah. Strata 
kehidupan masyarakat rata-rata bermata pencaharian sangat beragam, 
antara lain : buruh, karyawan pabrik, PNS. Penduduk mayoritas 
beragama Islam dan sudah ada saran ibadah yang memadai. 
i. Tanggapan Berbagai Pihak 
1) Keluarga 
Orang tua klien sangat terpukul atas peristiwa yang menimpa diri 
klien, orang tua klien merasa bersalah karena kurang dalam 
mengawasi klien, maka dengan ini berharap semoga masalah ini 
cepat selesai. Pihak keluarga masih sanggup menerima kembali 
setelah permasalahannya telah usai dan orang tua klien masih 
sanggup mendidik dan mengawasi klien bila permasalahan telah 
selesai. 
2) Korban 
Korban sangat menyayangkan kejadian ini dan prihatin sekali 
karena selama ini klien terkenal baik. Pada dasarnya pihak korban 
berharap agar masalah ini diselesaikan sesuai proses hukum yang 
berlaku. 
3) Masyarakat dan Pemerintah Setempat 
Masyarakat dan pemerintah setempat menyesalkan perbuatan klien 
karena kejadian pencurian yang dilakukan pada malam hari dan 
melibatkan orang lain, klien melakukan pencurian sudah berulang 
kali. Maka pemerintah dan masyarakat setempat mengharap agar 
diproses sesuai hukum yang berlaku. 
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j. Kesimpulan dan Saran  
1) Kesimpulan 
a) Klien saat melakukan Tindak Pidana masih berusia 15 (lima 
belas) tahun jadi masih dikategorikan anak; 
b) Klien melakukan perbuatan melanggar hukum karena salah 
dalam pergaulan; 
c) Klien sudah berulang kali melakukan Tindak Pidana pencurian 
di wilayah Surakarta; 
d) Orang tua klien masih bersedia menerima, mendidik, dan 
mengawasi klien kembali agar permasalahan yang sama tidak 
terulang lagi; 
e) Klien menyesal dan menyadari kesalahnya serta berjanji tidak 
akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum; 
f) Masyarakat dan pemerintah setempat tidak akan 
mempermasalahkan klien dalam proses hukum dan berdoa 
semoga kejadian yang dilakukan klien adalah yang terakhir. 
2) Saran  
Dari kesimpulan diatas dan rekomendasi sidang Tim Pengamat 
Pemasyarakatan (TPP) BAPAS Surakarta tanggal 6 Desember 
2007 merekomendasikan sebaiknya klien diputus pidana bersyarat, 
dengan harapan agar klien menyadari kesalahannya dan mendapat 
pembinaan dari BAPAS dan instansi terkait. 
7. Laporan Penelitian BAPAS Terdakwa II 








Nama : Arya Seta Prakarsa  
Tempat/Tanggal lahir : Surakarta, 29 Januari 1991 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Agama : Islam 
Bangsa/Kewarganegaraan/Suku : Indonesia/ WNI/ Jawa 
Pendidikan : SMK Kelas II 
Pekerjaan : Pelajar 
Status Perkawinan : Belum kawin 
Alamat : Geduren RT 01 / 03 Kelurahan 
Gonilan Kecamatan Kartasuro 
Kabupaten Sukoharjo 
Ciri-ciri khusus : - 
2) Orang Tua 
a) Ayah 
Nama : Eko Supriyono   
Tempat/Tanggal lahir : Surakarta, 25 Desember 
1958 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Agama : Islam 
Bangsa/Kewarganegaraan/Suku : Indonesia/ WNI/ Jawa 
Pendidikan : SMA 
Pekerjaan : - 
Alamat : Geduren RT 01 / 03 
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Kelurahan Gonilan  
Kecamatan Kartasuro  
Kabupaten Sukoharjo 
Keterangan : Ayah kandung cerai 
b) Ibu 
Nama : Sri Hananingsih  
Tempat/Tanggal lahir : Surakarta, 12 November 
1957 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Agama : Islam 
Bangsa/Kewarganegaraan/Suku : Indonesia/ WNI/ Jawa 
Pendidikan : SPSA 
Pekerjaan : - 




Keterangan : Ibu kandung 
 
3) Susunan Keluarga  
No. Nama Umur L/P Status Keterangan 
1. Sri Hananingsih  50 tahun P Ibu kandung  Swasta 




c. Masalah Klien 
1) Masa Penahanan 
Klien diduga telah melakukan pencurian bunga (tanaman hias jenis 
anthurium) dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 
363 KUHP. Tindak Pidana tersebut dilakukan 25 November 2007. 
2) Latar Belakang dan Faktor Penyebab Perbuatan Klien 
a) Klien melakukan perbuatan karena pengaruh ajakan dari 
temannya. 
b) Akibat pergaulan di luar rumah. 
3) Kronologis 
Awalnya klien sedang keluar lalu bertemu dengan 
temannya bernama Rudi dan Restu Sedayu, merekapun 
berbincang-bincang. Dalam perbincangan itu Rudi memberi tahu 
Restu Sedayu bahwa di daerah Mendungan, Pabelan ada orang 
yang mempunyai kembang jenis anthurium yang saat ini sedang 
booming di kalangan masyarakat.  
Tepatnya tanggal 24 November 2007 lebih kurang pukul 
18.30 WIB, klien seperti biasa nongkrong bersama teman-
temannya termasuk Restu Sedayu. Pukul 23.00 WIB satu-persatu 
teman-teman klien pergi seiring semakin larutnya malam, tinggal 
klien berdua dengan Restu. Lalu klien diajak Restu nonton bilyard 
di Kleco dan klien pun mengiyakan ajakan tersebut. Dalam 
perjalanan menuju tempat bilyard di Kleco, Restu melihat ada 
tanaman hias di sebuah rumah seperti yang diceritakan Rudi. 
Akhirnya mereka berdua tiba di tempat bilyard, namun selang 30 
menit klien dan Restu bergegas pulang dengan melewati jalan yang 
sama dengan jalan yang dilewati sewaktu berangkat tadi.  
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Saat tiba di depan rumah yang terdapat tanaman hias 
tersebut, Restu menghentikan kendaraannya. Klien pun turun dari 
kendaraan dan melihat-lihat keadaan, klien bertugas berjaga-jaga di 
lokasi luar rumah sedangkan Restu bertugas untuk mengambil 
bunga tersebut di dalam rumah. Restu pun menaiki pagar rumah, 
setelah Restu berhasil melewati tembok pagar diapun berjalan 
menuju tempat kembang tersebut dan langsung mencabut kembang 
satu per satu lalu dilempar kepada klien yang sedang menunggu di 
luar.  
Setelah Restu turun dan keluar, lalu klien memberikan 
hasil curiannya dan memasukkan hasil curiannya ke dalam jaket 
Restu lalu mereka pun pergi. Klien dan Restu langsung menuju ke 
tempat Pak Ishak seorang penjual tanaman hias. tetapi mereka 
berdua tidak bertemu dengan Pak Ishak. Kemudian kembang itu 
dibawa pulang oleh klien dan kembang tersebut ditaruh di kebun 
tidak berpenghuni. Esoknya Restu kerumah klien untuk mengambil 
kembang tersebut untuk dijual ke Pak Ishak. Oleh Pak Ishak akan 
dibayar keesokan harinya, namun kembang tersebut dititipkan 
dirumah Pak Ishak.  
Beberapa hari kemudian ada warga yang melapor 
kehilangan kembang setelah masyarakat mengetahui tentang 
penjualan kembang yang telah dilakukan oleh klien dan Restu 
Sedayu kepada Pak Ishak, maka klien dan Rsetu Sedayupun di 
mintai keterangan sehubungan dengan telah menjual kembang 







4) Akibat  
a) Dirinya  
Klien ditahan dan berurusan dengan kepolisian wilayah 
Surakarta dan tidak bisa beraktivitas seperti biasa. 
b) Keluarga 
Keluarga menjadi repot karena harus mengurus klien dan 
terganggu pekerjaannya. 
c) Korban 
Korban mengalami kerugian karena kehilangan beberapa buah 
kembang jenis anthurium. 
d) Lingkungan Masyarakat  
Secara tidak langsung tidak ada pengaruhnya di masyarakat, 
masyarakat tidak merasakan akibatnya secara langsung atas 
perbuatan klien. 
d. Riwayat Hidup Klien 
1) Klien adalah anak dari pasangan Bapak Eko Supriyono dan Ibu Sri 
Hananingsih, klien lahir pada tanggal 29 Januari 1991 dengan 
proses kelahiran di rumah sakit dibantu oleh tenaga medis. Klien 
lahir normal dan wajar tanpa ada cacat fisik maupun mental, 
selama ini klien diasuh oleh kedua orang tuanya. 
2) Sejak kecil sampai data ini diperoleh, klien belum pernah 
menderita sakit yang membahayakan jiwanya dan saat ini klien 
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. 
3) Riwayat Pendidikan 
a) Pendidikan Formal 
- TK Aisyiyah 
- SDN II Gonilan lulus tahun 2003 
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- SMPN II Kartasura pindah di SMP Widya Bhakti lulus tahun 
2006 
- SMK Kasatrian Sukoharjo saat ini kelas II 
b) Pendidikan Non Formal 
Selama ini klien belum pernah mengikuti pendidikan non 
formal. 
e. Pandangan Masa Depan 
Setelah permasalahan ini selesai klien bercita-cita ingin melanjutkan 
sekolah sampai lulus S-1 dan bekerja. 
f. Tanggapan Klien Terhadap Masalah Yang Dihadapi 
Klien menyesali dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan 
mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum. 
g. Keadaan Keluarga  
1) Riwayat perkawinan 
Orang tua klien menikah pada tahun 1982 di Surakarta dengan tata 
cara Islam, mereka menikah atas dasar suka sama suka dan saling 
mencintai. Dari hasil pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 
(tiga) anak, dan klien adalah anak ke-2 (dua) dari 3 (tiga) 
bersaudara. Namun sekarang orang tua klien sudahn bercerai sejak 
tahun 1992, dan klien diasuh oleh ibunya sampai sekarang. 
2) Relasi sosial dalam keluarga  
a) Hubungan suami istri 
Hubungan orang tua klien sekarang kurang harmonis karena 
sudah bercerai. Kalau ada masalah dapat terselesaikan dengan 





b) Orang tua dengan anak 
Saat ini hubungan orang tua klien dengan anak-anaknya terjalin 
dengan baik. Setiap hari orang tua (ibu) klien berkomunikasi 
dengan baik, orang tua klien berusaha memberi yang terbaik 
untuk anak-anaknya. Namun saat ini klien diberi kebebasan 
berkumpul dengan teman-teman dikampungnya. 
c) Hubungan klien dengan saudara-suadaranya 
Hubungan klien dengan suadara-sudaranya tidak ada masalah, 
kakanya sangat menyayanginya. Hal ini terlihat dari selama 
klien ditahan, kakaknya selalu datang membesuknya. 
3) Relasi sosial keluarga dengan masyarakat  
Hubungan keluarga klien dengan masyarakat berlangsung baik, 
mereka dapat aktif di dalam setiap kegiatan di kampungnya 
layaknya tradisi di kampungnya. 
4) Keadaan sosial ekonomi keluarga klien  
Keluarga klien tergolong cukup, pekerjaan ibunya swasta dan 
pendapatannya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 
keluarganya. 
5) Keadaan rumah 
Rumah klien terletak di tengah perkampungan dengan rumah 
sendiri. Rumah tersebut terbuat dari bata permanen berukuran 
8x10m. Lantai keramik, atap genteng, fasilitas MCK, listrik 
terpenuhi, kebutuhan air tersedia sumur gali, perabot rumah tangga 
tertata rapi. 
h. Keadaan Lingkungan Masyarakat  
Lingkungan masyarakat dimana klien tinggal masih di perkampungan, 
pada umumnya anak-anak sebaya klien masih sekolah. Strata 
kehidupan masyarakat di lingkungan klien rata-rata bermata 
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pencaharian beragam, antara lain : buruh, karyawan pabrik, PNS. 
Penduduk mayoritas memeluk agama Islam dan sudah ada sarana 
ibadah yang memadai. 
i. Tanggapan Berbagai Pihak 
1) Keluarga  
Orang tua klien sangat terpukul atas peristiwa yang menimpa diri 
klien, orang tua klien merasa bersalah karena kurang dalam 
mengawasi klien maka dengan ini berharap semoga masalah ini 
cepat selesai. Pihak keluarga klien masih sanggup menerima klien 
kembali setelah permasalahannya selesai dan orang tua klien masih 
sanggup mendidik dan mengawasi klien bila permasalahan telah 
selesai. 
2) Korban  
Korban sangat menyayangkan kejadian ini dan merasa prihatin 
sekali karena selama ini klien terkenal baik. Pada dasarnya pihak 
korban mengharap agar masalah ini diselesaikan sesuai proses 
hukum yang berlaku. 
3) Masyarakat dan Pemerintah Setempat 
Pihak masyarakat dan pemerintah setempat menyesalkan perbuatan 
klien karena kejadian pencurian yang dilakukan pada malam hari 
dan melibatkan orang lain. Maka pemerintah dan masyarakat 
setempat mengharap agar masalah diproses sesuai hukum yang 
berlaku. 
j. Kesimpulan dan Saran  
1) Kesimpulan 
a) Klien saat melakukan Tindak Pidana berusia 16 tahun sehingga 
masih dikategorikan anak; 
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b) Klien melakukan perbuatan melanggar hukum karena diajak 
temannya; 
c) Klien baru 1 (satu) kali melakukan Tindak Pidana pencurian di 
wilayah Surakarta; 
d) Orang tua klien masih bersedia menerima, mendidik dan 
mengawasi klien kembali agar permasalahan yang sama tidak 
terulang lagi; 
e) Klien merasa menyesal dan menyadari kesalahannya serta 
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar 
hukum lagi; 
f) Masyarakat dan pemerintah setempat tidak mempermasalahkan 
klien sedang dalam proses hukum dan berdoa semoga kejadian 
yang dilakukan klien adalah yang terakhir. 
2) Saran  
Dari kesimpulan diatas dan rekomendasi sidang Tim Pengamat 
Pemasyarakatan (TPP) BAPAS Surakarta tanggal 6 Desember 
2007 merekomendasikan sebaiknya klien diputus pidana bersyarat, 
dengan harapan agar klien menyadari kesalahannya dan mendapat 
pembinaan dari BAPAS dan instansi terkait. 
8. Kasus Posisi 
Terdakwa I RESTU SEDAYU BIN SUNARMAN bersama-sama 
dengan Terdakwa II ARYA SETA BIN EKO SUPRIYONO, pada hari 
Minggu tanggal 25 November 2007 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2007, bertempat di 
Mendungan RT 03 RW 05, Kelurahan Pabelan, Kecamaran Kartasuro, 
Kabupaten Sukoharjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih 
termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo telah mengambil 
barang sesuatu berupa 2 (dua) batang hokeri super red, 1 (satu) batang 
black selvet, 1 (satu) batang burgundi, 1 (satu) batang keris hitam, 1 (satu) 
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batang gelombang cinta, dan 1 (satu) batang jemani yang keseluruhannya 
seharga kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidak-
tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya 
atau sebagian kepunyaan saksi Amin Hendro Wiyono dengan maksud 
untuk dimiliki secara melawan hukum dalam waktu malam dalam sebuah 
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang 
yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan 
orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau 
lebih, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat memcapai barang 
untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat 
atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian 
jabatan palsu yang dilakukan dengan cara berikut : 
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya 
sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa I Restu Sedayu dan terdakwa II Arya 
Seta sedang duduk-duduk sampai sekitar pukul 23.00 WIB, setelah itu 
terdakwa I Restu Sedayu dan terdakwa II Arya Seta jalan-jalan dengan 
tujuan hendak menonton orang bermain bilyard di daerah Kleco, sepulang 
dari tempat bilyard terdakwa I Restu Sedayu dan terdakwa II Arya Seta 
melewati rumah saksi Amin lalu terdakwa I Restu Sedayu mengajak 
terdakwa II Arya Seta untuk melakukan pencurian tanaman hias di rumah 
saksi Amin. Kemudian dibagi tugas terdakwa I Restu Sedayu yang 
mengambil tanaman hias sedangkan terdakwa II Arya Seta yang 
mengawasi situasi. Selanjutnya terdakwa I Resty Sedayu memanjat 
tembok rumah saksi Amin lalu menuju ke tempat penyimpanan tanaman 
hias, kemudian terdakwa I Restu Sedayu mengambil tanaman-tanaman 
tersebut dengan cara mencabut tanaman hias dari pot tanpa ijin dari 
pemiliknya yaitu saksi Amin. Tanaman hias tersebut berupa : 2 (dua) 
batang hokeri, 1 (satu) batang black selvet, 1 (satu) batang burgundi, 1 
(satu) batang keris hitam, 1 (satu) batang gelombang cinta, dan 1 (satu) 
batang jemani.  
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9. Proses Pemeriksaan 
Proses pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan menghadirkan 
terdakwa dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, serta pengajuan 
alat-alat bukti. Alat-alat bukti tersebut berupa : 
a. Alat bukti barang : 
1) 3 (tiga) batang tanaman hias jenis hokery; 
2) 2 (dua) batang tanaman hias jenis keris; 
3) 1 (satu) batang tanaman hias jenis gelombang cinta; 
4) 1 (satu) batang tanaman hias jenis jemani; 
b. Keterangan saksi-saksi : 
1) Saksi 1. Amin Hendro Widodo, dibawah sumpah di persidangan 
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
a) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menerangkan 
yang sebenarnya; 
b) Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 01.00 WIB saksi telah 
kehilangan tanaman bunga hias berupa : 2 (dua) buah hokery 
super red, 1 (satu) batang black selvet, 1 (satu) batang 
bergundi, 1 (satu) batang keris hitam, 1 (satu) batang 
gelombang cinta, dan 1 (satu) batang jemani, dan kesemuanya 
ditanam di dalam pot di dak lantai atas rumah saksi di 
Mendungan RT 03 RW 05 Kelurahan Pabelan, Kecamatan 
Kartasura, Kabupaten Sukoharjo; 
c) Bahwa kemudian saksi memanggil Roni dan Mohadi ke rumah 
untuk mengetahui kejadian tersebut; 
d) Bahwa selanjutnya kejadian tersebut saksi laporkan kepada 
yang berwajib untuk pengusutan lebih lanjut; 
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e) Bahwa pada tanggal 28 November 2007 saksi didatangi oleh 
petugas diberitahu tanaman hias milik saksi yang diambil para 
terdakwa telah diketemukan kemudian saksi dimintai 
keterangan untuk pengusutan lebih lanjut; 
f) Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua 
juta rupiah); 
g) Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang 
diajukan di persidangan. 
2) Saksi 2. Roni Widjachsono, SH, dibawah sumpah di persidangan 
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
a) Bahwa saksi pernah diperiksa olek Penyidik dan menerangkan 
yang sebenarnya; 
b) Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2007 sekitar 
pukul 13.00 WIB saksi di telephone oleh saksi Amin Hendro 
Widodo untuk datang kerumahnya di Wisma Cakra 
Mendungan Kartasura Sukoharjo; 
c) Bahwa setelah saksi sampai dirumah saksi Amin Hendro 
Widodo, saksi diberi tahu ada beberapa tanaman hias miliknya 
yang ditanam di dalam pot di dak lantai atas telah hilang 
diambil orang; 
d) Bahwa kemudian saksi Amin mengajak saksi untuk melihat 
bekas tanaman yang dicabut oleh orang tersebut dan saksi 
ketahui bekasnya berantakan dan hanya diambil tanamannya 
saja dan potnya ditinggal; 
e) Bahwa saksi perkirakan para terdakwa mengambil bunga milik 
saksi Amin dengan cara memanjat pagar tembok depan; 
f) Bahwa tanaman hias milik saksi Amin yang diambil para 
terdakwa sebanyak 7 (tujuh) batang; 
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g) Bahwa saksi Amin menderita kerugian sebesar Rp 2.000.000,- 
(dua juta rupiah); 
h) Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang 
dijukan di muka persidangan. 
3) Saksi 3. Muhadi, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
a) Bahwa saksi pernah diperiksa olek Penyidik dan menerangkan 
yang sebenarnya; 
b) Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2007 sekitar 
pukul 14.00 WIB saksi di telephone oleh saksi Amin Hendro 
Widodo untuk datang kerumahnya di Wisma Cakra 
Mendungan Kartasura Sukoharjo; 
c) Bahwa setelah saksi sampai dirumah saksi Amin Hendro 
Widodo, saksi diberi tahu ada beberapa tanaman hias miliknya 
yang ditanam di dalam pot di dak lantai atas telah hilang 
diambil orang; 
d) Bahwa kemudian saksi Amin mengajak saksi untuk melihat 
bekas tanaman yang dicabut oleh orang tersebut dan saksi 
ketahui bekasnya berantakan dan hanya diambil tanamannya 
saja dan potnya ditinggal; 
e) Bahwa saksi perkirakan para terdakwa mengambil bunga milik 
saksi Amin dengan cara memanjat pagar tembok depan; 
f) Bahwa tanaman hias milik saksi Amin yang diambil para 
terdakwa sebanyak 7 (tujuh) batang namun jenisnya tidak 
hafal; 
g) Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang 




10. Pertimbangan Hukum 
Pemeriksaan perkara anak, majelis hakim memutuskan putusan 
mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dari 
keterangan saksi-saksi keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti 
tersebut di atas dapat menjadikan para terdakwa dipersalahkan melakukan 
tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara 
tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 , 4, dan 5 KUHP yang 
unsur-unsurnya adalah : 
a. Unsur barang siapa 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”barang siapa” 
adalah setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban 
serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dengan kata lain 
tidak termasuk kategori seperti yang distur dalam Pasal 44 KUHP. 
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah 
menghadapkan para terdakwa, yaitu terdakwa I Restu Sedayu Bin 
Sunarman dan terdakwa II Arya Seta Prakarsa Bin Eko Supriyono 
dimana di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan 
seperti tersebut dalam surat dakwaan, kemudian telah mampu 
mengikuti dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari 
Majelis, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama 
telah terbukti. 
b. Unsur mengambil sesuatu barang 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”mengambil” adalah 
setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah 
kekuasaannya yang nyata dan mutlak dan barang tersebut sudah 
berpindah tempat. 
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap 
di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan 
para terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, 
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telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 25 November 2007 kurang lebih 
pukul 24.00 WIB, bertempat dirumah saksi AMIN HENDRO 
WIDODO di Mendungan RT 03 RW 05 Kelurahan Pabelan 
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo terdakwa I Restu Sedayu 
telah memasuki rumah saksi AMIN HENDRI WIDODO dan berhasil 
mengambil barang berupa 2 (dua) batang hokery super red, 1 (satu) 
batang black selvet, 1 (satu) batang bergundi, 1 (satu) batang keris 
hitam, 1 (satu) batang gelombang cinta dan 1 (satu) batang jemani, dan 
kesemuanya ditanam dalam pot di dak lantai atas sedangkan terdakwa 
II Arya Seta Prakarsa mengawasi situasi, setelah berhasil mengambil 
lalu para terdakwa pergi pulang ke rumahnya masing-masing 
kemudian keesokan harinya tanaman hias tersebut dijual ke tempat 
orang yang biasa membeli dengan harga sebesar Rp 300.000,- (tiga 
ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tanaman hias rencananya 
akan dibagi dan dipergunakan untuk jajan para terdakwa, namun 
belum dibayar para terdakwa keburu ditangkap oleh petugas. 
Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas talah 
ternyata dengan berpindahnya penguasaan barang berupa 2 (dua) 
batang hokery super red, 1 (satu) batang black selvet, 1 (satu) batang 
bergundi, 1 (satu) batang keris hitam, 1 (satu) batang gelombang cinta, 
dan 1 (satu) batang jemani milik saksi AMIN HENDRO WIDODO, 
maka perbuatan terdakwa telak memenuhi unsur ”mengambil barang” 
dengan demikian unsur kedua inipun telah terbukti. 
c. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain 
Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan 
telah ternyata barang dan uang yang diambil oleh para terdakwa 
tersebut milik saksi AMIN HENDRO WIDODO atau setidak-tidaknya 





d. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum 
Menimbang, bahwa pengertian ”melawan hukum” dikandung 
maksud adalah bertentangan dengan hukum, dalam arti dalam 
mengambil barang-barang tanpa seijin ataupub sepengetahuan si 
pemiliknya yang dalam hal ini adalah saksi AMIN HENDRO 
WIDODO. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang 
terungkap fakta bahwa barang berupa 2 (dua) batang hokery super red, 
1 (satu) batang black selvet, 1 (satu) batang bergundi, 1 (satu) batang 
keris hitam, 1 (satu) batang gelombang cinta, 1 (satu) batang jemani 
milik saksi AMIN HENDRO WIDODO, yang ditanam di dak lantai 
atas rumah telah diambil oleh para terdakwa tersebut tanpa seijin dari 
pemiliknya, dengan demikian unsur keempat inipun telah terbukti. 
e. Dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang 
terungkap di eprsidangan bahwa ternyata sebelum melakukan 
perbuatannya tersebut para terdakwa sekitar pukul 18.30 WIB para 
terdakwa sedang duduk-duduk didekat rumah para terdakwa, setelah 
kira-kira pukul 23.00 WIB para terdakwa jalan-jalan dengan tujuan 
hendak menonton orang bermain bilyard di daerah Kleco, sepulang 
dari temapt bilyard terdakwa I Restu Sedayu mengajak terdakwa II 
Arya Seta Prakarsa untuk mengambil tanaman hias milik saksi AMIN 
HENDRO WIDODO, kemudian dibagi tugas terdakwa I mengambil 
tanaman hias sedangkan terdakwa II mengawasi situasi, bahwa dengan 
demikian unsu kelima inipun telah terbukti. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
diatas telah ternyata semua unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 
5 KUHP. (dakwaan Penuntut Umum) telah dinyatakan terbukti secara 
sah dan meyakinkan dan terdakwalah yeng melakukannya, maka 
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Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”pencurian 
dalam keadaan memberatkan”. 
Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung 
Pengadilan Negeri melihat para terdakwa mempunyai cukup alasan 
untuk dihapuskan pertanggungan jawab pidananya, maka oleh karena 
itu kepada para terdakwa haruslah dijatuhi pidana. 
Menimbang, bahwa dengan mengingat usia para terdakwa yang 
masih muda dan dalam kerangka Pengadilan Anak, maka Majelis 
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : 
- Bahwa tujuan pemberian sanksi dalam perkara pidana bukanlah alat 
balas dendam melainkan ditujukan untuk pembinaan dan pencegahan 
lebih lanjut agar dengan menempatkannya Lembaga Pemasyarakatan 
maka pelaku dapat menjalani pembinaan supaya untuk memperbaiki 
perilakunya di kemudian hari apabila nantinya kembali ke tengah-
tengah masyarakat. 
- Bahwa dalam Pengadilan anak selain tujuan tersebut diatas 
pemberian sanksi juga diterapkan dengan memberikan perlindungan 
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. 
- Bahwa menilik pada kesalahan yang dilakukan para terdakwa, 
Majelis berkesimpulan bahwa par terdakwa tergolong anak nakal 
sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-
undang No. 3 Tahun 1997 oleh karena bahaya yang ditimbulkan dari 
kesalahan para terdakwa tersebut berdampak luas bagi masyarakat di 
sekitarnya. 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang 
dipertimbangkan diatas Majelis Hakim dengan mendasarkan pada 
ketentuan Pasal 22 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 berketetapan 
akan menjatuhkan pidana bagi diri para terdakwa. 
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Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang 
layak kepada para terdakwa, terlebih dahulu nakan dipertimbangkan 
hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri para 
terdakwa sebagai berikut : 
Hal yang memberatkan : 
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat. 
Hal-hal yang meringankan : 
- para terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terag dan menyesali 
perbuatannya; 
- para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; 
- para terdakwa belum pernah dihukum; 
- para terdakwa adalah masih tergolong anak nakal. 
Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan pidana bagi para terdakwa, dan 
meskipun Pasal 59 ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 
mewajibkan Hakim mempertimbangkan Laporan Penelitian 
Kemasyarakatan atas diri para terdakwa yang dibuat oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan, namun saran dan kesimpulan Litmas dimaksud 
bukanlah suatu hal yang bersifat imperatif yang dapat mengurangi 
kemandirian Hakim untuk memutuskan suatu perkara karena laporan 
Litmas tersebut bertujuan untuk memberikan bahan masukan bagi 
Hakim dalam mempertimbangkan apa yang layak diterapkan terhadap 
pelaku tindak pidana yang para terdakwanya adalah anak nakal. 
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahaya yang 
ditimbulkan dari kesalahan para terdakwa tersebut maka Majelis tidak 
sependapat dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk 
menerapkan pidana bersyarat bagi para terdakwa, akan tetapi Majelis 
akan memerapkan penjatuhan pidana penjara yang lamanya lebih 
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ringan dari pada tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana nanti akan 
tercantum dalam amar putusan di bawah ini karena hal ini lebih sesuai, 
dan adil serta setimpal dengan kesalahan mereka. 
Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani 
oleh para terdakwa, Majelis akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat 
(4) KUHAP, yaitu akan mengurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. 
Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan, maka ada 
alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam 
tahanan. 
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di 
persidangan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : 
- 3 (tiga) buah tanaman hias jenis hokery; 
- 2 (dua) buah tanaman hias jenis keris; 
- 1 (satu) buah tanaman hias jenis gelombang cinta; 
- 1 (satu) buah tanaman hias jenis jemani 
dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi 
AMIN HENDRO WIDODO. 
Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan 
bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa dibebankan 
pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana 
dimuat dalam amar putusan dibawah ini : 
Mengingat, akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 
KUHP dan pasal-pasal dalam KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 
1981), Undang-undang No. 3 Tahun 1997 serta pasal-pasal dari 




11. Amar Putusan 
a. Menyatakan terdakwa, Terdakwa I RESTU SEDAYU BIN 
SUNARMAN dan Terdakwa II ARYA SETA PRAKARSA BIN EKO 
SUPRIYONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana ”PENCURIAN DALAM 
KEADAAN MEMBERATKAN”. 
b. Menghukum mereka terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 
(dua) bulan. 
c. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan 
dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut. 
d. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
e. Menetapkan barang bukti berupa : 
- 3 (tiga) buah tanaman hias jenis hokery; 
- 2 (dua) buah tanaman hias jenis keris; 
- 1 (satu) buah tanaman hias jenis gelombang cinta; 
- 1 (satu) buah tanaman hias jenis jemani. 
dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi AMIN 
HENDRO WIDODO. 
f. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara 
masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). 
12. Pembahasan  
Setelah mempelajari dan memahami segala sesuatu hal mengenai 
proses pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa anak dalam Berita 
Acara Persidangan Nomor : 254/Pid.B/2007/PN.SKH dan wawancara 
dengan Hakim yang memutus perkara tersebut di Pengadilan Negeri 
Sukoharjo juga Jaksa Penuntut Umum, maka penulis mencoba 
memberikan pembahasan mengenai pelaksanaan perlindungan hak-hak 
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anak sebagai terdakwa dalam proses pemeriksaan di persidangan serta 
hambatan yang dihadapi mulai dari awal sampai dengan putusan. Secara 
garis besar pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa 
tersebut adalah sebagai berikut : 
Pemeriksaan perkara Nomor : 254/Pid.B/2007/PN.Skh tersebut 
dilakukan oleh hakim majelis. Meski salah satu perlakuan khusus terhadap 
terdakwa anak adalah disidangkan dengan hakim tunggal seperti tertera 
dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa : ”Hakim memeriksa dan 
memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal.” Hal 
ini dimaksudkan agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan 
cepat. Namun perkara anak dapat pula disidangkan oleh hakim majelis 
seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa : ”Dalam hal 
tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan 
pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.” Yang 
dimaksud dengan ”hal tertentu” adalah apabila ancaman pidana atas tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak tersebut lebih dari 5 (lima) tahun dan 
sulit pembuktiannya, sedangkan maksud dari ”dipandang perlu” tidak 
dijelaskan. Namun apabila dipandang bahwa perkara anak tersebut 
merupakan masalah yang sangat penting dan menarik perhatian 
masyarakat, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan sidang anak 
dilakukan dengan Hakim Majelis. Jadi penetapan sidang anak dilakukan 
dengan Hakim Tunggal atau Hakim Majelis yang berjumlah 3 (tiga) orang 
hakim yaitu 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim 
Anggota, dan dalam sidang ini Hakim Majelis terdiri dari Bapak Didit 
Susilo Guntono, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Bapak Widiarso, SH 
selaku Hakim Anggota I, dan Bapak Agam Syarief Baharudin, SH selaku 
Hakim Anggota II. Jika disimak lebih dalam, tindak pidana yang 
dilakukan oleh para terdakwa sesuai dengan Pasal 363 KUHP diancam 
62 
 
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun sehingga sidang 
dilakukan dengan Hakim Majelis. 
Bertindak sebagai Penuntut Umum adalah Ibu Sri Lestari, SH. Di 
Kejaksaan Negeri Sukoharjo terdapat 2 (dua) orang Jaksa Penuntut Umum 
yang khusus menangani perkara pidana anak yaitu Ibu Sri Lestari, SH dan 
Ibu Ratna Widianingrum, SH. 
Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 
SUKARWANTO, SH yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo. 
Menurut penuturan Ibu Sri Lestari selaku Penuntut Umum, pada awalnya  
para terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun 
setelah menjalani beberapa proses pembicaraan dan penjelasan bahwa 
merupakan hak mereka sebagai terdakwa anak untuk didampingi oleh 
Penasihat Hukum, akhirnya para terdakwa menyetujui untuk didampingi 
oleh Penasihat Hukum.  
Masa penahanan terhadap terdakwa I Restu Sedayu sebelum, 
selama, dan setelah pemeriksaan sidang anak secara keseluruhan diuraikan 
sebagai berikut : 
1. Penahanan terdakwa I Restu Sedayu oleh penyidik selama 20 hari 
yaitu sejak tanggal 28 November 2007 sampai dengan 17 Desember 
2007. penahanan oleh penyidik dilakukan karena terdakwa I Restu 
Sedayu diduga keras melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan 
bukti permulaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) dan (2) 
Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum selama masa persidangan selama 
10 (sepuluh) hari. Kewenangan Penuntut Umum melakukan penahanan 
terhadap terdakwa untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan 
paling lama 10 (sepuluh) hari sesuai dengan Undang-undang No. 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 46 ayat (1) dan (2). 
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3. Penahanan oleh hakim dan perpanjangannya selama 45 (empat puluh 
lima) hari. Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim berwenang 
mengeluarkan surah perintah penahanan anak yang sedang diperiksa 
(Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 47 ayat (1)). Penahanan 
paling lama 15 (lima belas) hari (Pasal 47 ayat (2)), apabila 
diperlukana guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat 
diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling 
lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 47 ayat (3)). 
Sedangkan masa penahanan terhadap terdakwa II Arya Seta 
Prakarsa sebelum, selama, dan setelah pemeriksaan sidang anak secara 
keseluruhan diuraikan sebagai berikut : 
1. Penahanan terdakwa I Restu Sedayu oleh penyidik selama 20 hari 
yaitu sejak tanggal 29 November 2007 sampai dengan 18 Desember 
2007. penahanan oleh penyidik dilakukan karena terdakwa II Arya 
Seta Prakarsa diduga keras melakukan tindak pidana pencurian 
berdasarkan bukti permulaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) 
dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum selama masa persidangan selama 
10 (sepuluh) hari. Kewenangan Penuntut Umum melakukan penahanan 
terhadap terdakwa untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan 
paling lama 10 (sepuluh) hari sesuai dengan Undang-undang No. 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 46 ayat (1) dan (2). 
3. Penahanan oleh hakim dan perpanjangannya selama 45 (empat puluh 
lima) hari. Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim berwenang 
mengeluarkan surah perintah penahanan anak yang sedang diperiksa 
(Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 47 ayat (1)). Penahanan 
paling lama 15 (lima belas) hari (Pasal 47 ayat (2)), apabila 
diperlukana guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat 
diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling 
lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 47 ayat (3)). 
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Pemeriksaan sidang anak dihadiri oleh Penuntut Umum, orang 
tua / wali, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Hal ini 
sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak. Dalam pelaksanaan pemeriksaan sidang anak ini, para 
pejabat pemeriksa yaitu Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum 
tidak mengenakan toga, juga panitera yang bertugas membantu Hakim 
tidak memakai jas. Menurut penuturan Bapak Didit Susilo Guntono, SH 
selaku Hakim Ketua Majelis, hal ini dimaksudkan agar dalam persidangan 
terdakwa tidak merasa ketakutan dan tegang, selain itu agar dengan 
pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan lancar dan penuh 
suasana kekeluargaan. 
Pemeriksaan sidang anak dilakukan secara tertutup untuk  umum. 
Hal ini sesuai dengan Pasal 154 ayat (3) KUHAP dan Pasal 57 ayat (1) 
Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang 
merupakan kewajiban hukum dan tidak dapat dilalaikan. Dengan 
demikian, sidang pemeriksaan perkara nomor : 254/ Pid. B/ 2007/ PN. Skh 
ini telah sesuai dengan peraturan Undang-undang yaitu persidangan 
tersebut dinyatakan tertutup untuk umum, sehingga hak para terdakwa 
untuk menjalani pemeriksaan sidang secara tertutup sudah terpenuhi. 
Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan Pembimbing 
Kemasyarakatan (BAPAS) untuk menyampaikan laporan hasil penelitian 
kemasyarakatan (Litmas) mengenai terdakwa I Restu Sedayu dan 
terdakwa II Arya Seta Prakarsa. Dengan mengamati hasil penelitian 
kemasyarakatan tersebut dimaksudkan agar hakim dapat 
mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan. Kesimpulan atas 
penelitian Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP-BAPAS) 
merekomendasikan agar para terdakwa sebagai klien diberi tindakan 
pidana bersyarat, dengan harapan agar klien menyadari kesalahannya dan 
mendapat pembinaan dari BAPAS dan instansi terkait.  
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Penelitian kemasyarakatan BAPAS diajukan oleh kepolisian, 
kemudian pengadilan memerintahkan BAPAS untuk mendampingi 
terdakwa selama sebelum dan saat persidangan. 
Proses persidangan dilakukan dengan menghadirkan para 
terdakwa untuk didengar keterangannya. Para terdakwa memberi 
keterangan yang pada intinya mengakui semua kronologis perkara yang 
diajukan oleh Penuntut Umum, para terdakwa juga menyesal atas kejadian 
melawan hukum tersebut. Saksi-saksi dihadirkan dalam pembuktian, para 
saksi memberikan keterangan sesuai kejadian perkara, dan saat saksi 
memberikan keterangannya terdakwa ikut mendengar dan menyaksikan 
keterangan para saksi. Untuk melengkapi pembuktian, Penuntut Umum 
menyertakan alat-alat bukti barang yaitu 3 (tiga) batang tanaman hias jenis 
hokery, 2 (dua) batang tanaman hias jenis keris, 1 (satu) batang tanaman 
hias jenis gelombang cinta, 1 (satu) batang tanaman hias jenis jemani.  
Hakim dalam memberikan putusan mempunyai pertimbangan, 
yaitu : 
1. Unsur barang siapa sudah terbukti, bahwa terdakwa I Restu Sedayu 
dan terdakwa II Arya Seta Prakarsa sebagai pelaku subyek hukum 
yang melakukan tindak pidana pencurian. Para terdakwa juga dalam 
keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung 
jawabkan perbuatannya. 
2. Unsur mengambil sesuatu barang sudah terbukti, bahwa terdakwa I 
Restu Sedayu dan terdakwa II Arya Seta Prakarsa telah melakukan 
tindak pidana pencurian dengan maksud sengaja mengambil tanaman 
hias milik saksi Amin Hendro Widodo. 
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sudah terbukti, 
bahwa terdakwa I Restu Sedayu dan terdakwa II Arya Seta Prakarsa 
telah mengambil barang milik saksi Amin Hendro Widodo atau 
setidak-tidaknya bukan milik para terdakwa. 
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4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sudah 
terbukti, bahwa para terdakwa telah mengambil barang-barang tenpa 
seijin ataupun sepengetahuan si pemiliknya. 
5. Unsur dilakukan bersama-sama atau bersekutu sudah terbukti, bahwa 
para terdakwa telah merencanakan sebelumnya untuk melakukan 
pencurian. 
Hakim dalam menjatuhkan sanksi untuk para terdakwa 
mempertimbangkan beberapa hal, yaitu : 
1. Hal yang memberatkan 
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat. 
2. Hal yang meringankan 
- Para terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali 
perbuatannya; 
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; 
- Para terdakwa belum pernah dihukum; 
- Para terdakwa adalah masih tergolong anak nakal. 
Setelah rapat pemusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan 
putusan atas perkara pidana nomor : 254/ Pid. B/ 2007/ PN. SKH di depan 
sidang terbuka untuk umum, putusan tersebut adalah : 
1. Menyatakan terdakwa, Terdakwa I RESTU SEDAYU BIN 
SUNARMAN dan Terdakwa II ARYA SETA PRAKARSA BIN EKO 
SUPRIYONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana ”PENCURIAN DALAM 
KEADAAN MEMBERATKAN”. 




3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan 
dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut. 
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
5. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yang 
berhak yakni saksi AMIN HENDRO WIDODO. 
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara 
masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). 
Dengan demikian pelaksanaan perlindungan hak-hak anak 
sebagai terdakwa dalam proses pemeriksaan telah diterapkan dalam proses 
pemeriksaan sidang dengan terdakwa Restu Sedayu dan Arya Seta 
Prakarsa. Pelaksanaan perlindungan hak-hak tersebut adalah hak untuk 
menjalani sidang secara tertutup, hak untuk memberikan keterangan secara 
bebas kepada hakim, hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, hak 
untuk melakukan pembelaan atau pledoi dan hak untuk tidak dibebani 
kewajiban pembuktian. Sedangkan hak-hak anak sebagai terdakwa yang 
tidak dilaksanakan atau tidak diterapkan adalah hak untuk mendapatkan 
pemeriksaan dengan Hakim Tunggal, namun sesuai dengan Undang-
undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 11 ayat (2) yang 
menyatakan bahwa : ”Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua 
Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan 
dengan hakim majelis.” Yang dimaksud dengan ”hal tertentu” adalah 
apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak 
tersebut lebih dari 5 (lima) tahun dan perkara Restu Sedayu dan Arya Seta 
melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 dan sesuai dengan Pasal 363 
ayat (2) dikenakan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun, sehingga 




B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan 
Hak-Hak Anak Sebagai Terdakwa Dalam Proses Pemeriksaan Di 
Pengadilan Negeri Sukoharjo 
Setelah mempelajari berita acara pemeriksaan dan wawancara 
dengan Hakim yang memutus perkara tersebut di Pengadilan Negeri 
Sukoharjo juga Jaksa Penuntut Umum, maka penulis menuangkan 
pembahasan mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 
perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa dalam proses pemeriksaan di 
Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagai berikut : 
Pada dasarnya pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagai 
terdakwa dalam proses pemeriksaan sidang anak di Pengadilan Negeri 
Sukoharjo telah berjalan baik, namun tidak jarang hakim menemui hambatan-
hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum anak. Hambatan-hambatan 
tersebut antara lain sebagai berikut : 
1. Kurangnya Jumlah Hakim Anak 
Pada proses pemeriksaan perkara pidana anak, tidak semua dapat 
ditetapkan sebagai Hakim Anak. Untuk menjadi Hakim Anak harus 
memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-
undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terlebih dahulu. Di 
Pengadilan Negeri Sukoharjo pun masih memiliki keterbatasan jumlah 
Hakim Anak, sehingga perkara-perkara anak menemui kendala waktu 
untuk diproses dalam persidangan. 
2. Tidak Adanya Ruang Sidang Khusus 
Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak memiliki ruang sidang khusus untuk 
mengadili perkara anak. Seharusnya untuk memaksimalkan dan 
mengefektifkan sidang anak yang memberi kenyamanan pada anak 
diperlukan ruang sidang khusus untuk sidang anak, agar anak dapat 
menghadapi persidangan dengan tidak diselimuti perasaan takut, tegang, 
sehingga anak dapat dengan menjalani pemeriksaan dengan lancar. 
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3. Kurangnya Pengetahuan Terdakwa Terhadap Hak-haknya 
Kurangnya pengetahuan terdakwa terhadap hak-hakya, sehingga terdakwa 
anak tidak menggunakan haknya, padahal hak tersebut sangat membantu 
terdakwa. Misalnya, dalam proses pemeriksaan sidang anak, terdakwa 
mempunyai hak untuk mengajukan saksi ahli dan hak untuk meminta 
banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Namun tidak jarang 
hak itu tidak digunakan oleh para terdakwa anak. 
4. Tidak Adanya Tempat Tahanan Anak 
Terdakwa anak yang telah diputus oleh Hakim dengan putusan pidana 
penjara akan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). 
Penempatan anak pidana pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tidak 
dipisahkan dengan tahanan dewasa atau digabung dengan tahanan dewasa. 
Hal ini disebabkan di Surakarta belum terdapat tempat tahanan khusus 
anak atau penjara anak dan hanya terdapat 1 (satu) Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS). Sehingga pengaruh negatif dari para tahanan 
dewasa dapat berakibat buruk bagi tahanan anak. Karena itu tujuan dari 
sistem pemasyarakatan untuk mengembalikan Warga Binaan 
Pemasyarakatan sebagai warga yang baik yang bertujuan untuk 
melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana 















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka 
penulis mengambil simpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa dalam proses 
pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo sudah berjalan baik sesuai 
dengan ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak, walaupun masih ada hak-hak anak yang belum sepenuhnya 
terpenuhi yaitu sidang dilakukan dengan Hakim Majelis yang seharusnya 
sidang dilakukan dengan Hakim Tunggal, namun namun sesuai dengan 
Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 11 ayat 
(2) maka diperbolehkan bagi Pengadilan Negeri untuk melakukan sidang 
pemeriksaan dengan Hakim Majelis. Mengenai hak-hak lainnya sudah 
terpenuhi dan pelaksanaannya berjalan dengan baik seperti : hak untuk 
menjalani sidang secara tertutup, hak untuk memberikan keterangan secara 
bebas kepada hakim, hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, hak 
untuk melakukan pembelaan atau pledoi dan hak untuk tidak dibebani 
kewajiban pembuktian, hak untuk didampingi orang tua atau wali, hak 
untuk didmpingi BAPAS. 
2. Proses pemeriksaan sidang anak di Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak 
sepenuhnya berjalan lancar, namun juga menemui beberapa hambatan atau 
kendala yang dihadapi. Hambatan atau kendala tersebut antara lain : 
keterbatasan  jumlah Hakim Anak atau Hakim yang khusus menangani 
perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Sukoharjo, tidak adanya ruang 
sidang khusus untuk sidang pengadilan anak di Pengadilan Negeri 
Sukoharjo, kurangnya pengetahuan terdakwa terhadap hak-hak yang 




Pemasyarakatan (LAPAS) Anak sehingga tahanan anak harus digabung 
dengan tahanan dewasa dalam arti tahanan anak dengan tahanan dewasa 
tidak dipisahkan sehingga dapat berpengaruh buruk bagi tahanan anak. 
B. Saran  
Berdasarkan keseluruhan penulisan tersebut di atas, setelah penulis 
mempelajari berkas perkara pidana anak dan mengetahui pelaksanaan serta 
penerapan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa berikut dengan 
hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pemeriksaan perkara pidana 
anak di Pengadilan Negeri Sukoharjo, maka penulis mengemukakan beberapa 
saran sebagai berikut : 
1. Bagi Hakim-hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo diharapkan mempunyai 
minat lebih, lebih perhatian dan lebih memahami masalah anak, sehingga 
jumlah Hakim Anak dapat bertambah dan diharapkan bisa menjadi Hakim 
Anak yang bisa menciptakan putusan yang adil. 
2. Diharapkan ketentuan mengenai proses pemeriksaan perkara pidana anak 
dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat 
dilaksanakan sebaik-baiknya serta pelaksanaan perlindungan hak-hak anak 
dapat diterapkan semaksimal mungkin oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo 
sehingga kepentingan anak tidak dirugikan. 
3. Pengadilan Negeri Sukoharjo diharapkan mempunyai ruang sidang khusus 
untuk sidang perkara pidana anak, agar pelaksanaan sidang anak dapat 
berjalan lancar dan dapat memberikan perasaan nyaman, tidak takut, dan 
tidak tegang pada terdakwa anak.  
4. Agar pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa dalam 
proses pemeriksaan perkara pidana anak dapat sepenuhnya terpenuhi, 
maka para pihak yang terlibat harus dapat mendukung dan menciptakan 
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